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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, 
maka dapat ditarik bebarapa kesimpulan sebagai jawaban terhadap 
permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum/skripsi  ini sebagai 
berikut: 
1) Upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi 
terjadinya perkelahian antar kelompok di wilayah DIY yaitu melalui 
upaya preventif dan upaya represif. 
a. Upaya preventif yang dilakukan Polda DIY dalam menanggulangi 
perkelahian antar kelompok yaitu dengan Melakukan pengawalan 
terhadap konvoi-konvoi yang melibatkan basis massa tertentu, 
Melakukan penjagaan pada hari-hari kelulusan sekolah SMA dan 
SMP, Polda DIY melakukan penyuluhan-penyulahan dari satu 
sekolah ke sekolah lainnya dengan melibatkan Humas Polda DIY, 
Patroli pemantauan rutin setiap malam pada titik-titik rawan yang 
berada di wilayah Yogyakarta, Polda DIY melakukan rapat dengan 
koordinator lapangan supporter tim tertentu untuk mencegah 
terjadinya kemungkinan perkelahian antar kelompok.  
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b. Upaya Represif yang dilakukan Polda DIY yaitu pihak yang 
berwenang mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku yaitu 
menyelesaikan perkara berdasarkan prosedur hukum. 
2) Kendala yang dihadapi anggota kepolisian Polda DIY dalam 
penanggulangan perkelahian antar kelompok adalah kurangnya rasa 
kesadaran yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam 
perkelahian antar kelompok, kurangnya peranan orang tua dalam 
melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya, sifat massa yang 
mudah terprovokasi oleh oknum-oknum tertentu, keterbatasan jumlah 
personel untuk melakukan pembinaan pada setiap kelompok massa dan 
pelajar, tingkat emosi setiap manusia yang susah dikendalikan dapat 
memberikan andil terjadinya perkelahian antar kelompok, rasa dendam 
yang berlarut-larut menyebabkan jajaran Polda DIY kesulitan untuk 
melakukan langkah preventif, dan peredaran minuman keras dan 
tingginya angka konsumsi minuman keras dikalangan masyarakat juga 
dapat menyebabkan terjadinya perkelahian antar kelompok.  
B. Saran 
1. Polda DIY hendaknya meningkatkan upaya pencegahan terhadap 
kemungkinan perkelahian antar kelompok dengan memanfaatkan 
peran intelejen Polda DIY dan meningkatkan pengawasan melalui 
patroli-patroli secara rutin dan berkesinambungan. 
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2. Polda DIY hendaknya melakukan kerjasama dengan pemimpin-
pemimpin setiap kelompok masyarakat yang ada di wilayah hukum 
Polda DIY dalam mengatur anggota kelompoknya. 
3. Pemerintah diharapkan memperbaiki jumlah anggaran operasioanal 
pihak kepolisian serta meningkatkan sarana dan prasarana dan sumber 
daya manusia guna mendukung upaya penanggulangan perkelahian 
antar kelompok yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 
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